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NUlVIUR	 TAl-iUN 2002 

TENTANG 

PEDOlVIA1~ PELAKSAL'i"AAN BAJ'i"TUAN TERt"AK PE~\'1ERlNTAH 

KAB1JPATEN LL\.l\l1:>UNG TIl\'fT_TR 

nr:NGAN RAHiVTAT TUFTAN YANG \fAHA F,SA 

BDl?ATT LAIVIPUNG TThfLR 

Menlrnbang a.	 bahwa dalam kegiatan penyebaran dan pcngernbangan petcrnakan 
serta pemerataan pernilikan ternak di Kabupatcn Lampung timur 
pemerintah telah memberikan bantuan ternak kepada petani ; 

b.	 bahwa agar bantuan ternak terscbut dapat rcrsclcnucara dengan 
baik khususnya dalam usalia peningkatan populasi , ternak yang 
bermutu baik , meningkatkan produksi ternak , mcningkatkan 
pcndapatan pctani, mcmpcrluas kcscrnpatan kcrja scrta untuk 
melestarikan surnber dava alarn . maka perle ada Pedornan Urnurn 
Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemer~tah yang berlaku unruk 
pelaksana kebijakan bantuan ternak pernerintah di instansi Iingkup 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ; 

c.	 bahwa atas dasar hal-hal terscbut di atas di pandang perlu 
menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Ternak Pcmerintah 
kepnda Petani dcngan PCr.1L1irMl Daerah rcnt.ing Pedoman 
Pclaksanaan Bantuan ternak Pemerinrah di Kabupaten Lampung 

1. Undang -- 'undang Nomor 14 Tahun 196+ tentang Pembentnkan 
Provinsi Dati I Larnpung (Lembaran Ncgara Tahun 1964 Nomoi: 
95 .Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2688) ; 

2. Undang - Undang Nemer 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat IT Lampung Tirnur dan Kota Madya Dacrah Tingkat II 
Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46 ~ Tambahan 
Lembaran Negara Nomor : 3825) ; 

3. Undang - Undang Nornor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Ncgara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor : 3839) ; 

4. I Jndang-undan g Nornor : 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan­
ketentuan Pokok Peternakan dan Keschatan Hewan ( Lernbaran 
Negara Tahun 1967 Nornor 10); 

.. 5. PP Nornor : 25 Tahun 2000 Tcntang Kewenangan Pemerintah clan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 

6. Peraturan Daerah Nomor : ~g Tahun 2000 Tentang Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah 
Otonom ; 

7 Peraturan Daerah Nomor ; 40 Tahun 2000 Tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten 
Lampung Timur . 



Menctapkan 

'.. 

Dengan persetuj uan
 
DEWAN PERWAKILAN RL\KYAT D/l_ERAH
 

KAlJUPATEN LAIVlPUNG TlrvlUR
 

:r"IE~H.JT1JSKAN ; 

PEH..~TURA.1\f DAERAH TENTi\NG PEDOIVIA...N
 
PELAKSANAAN BANTUAN TERNAK PEi\1ERiJ'i-ATAH
 
KABl1PATEN LAtvIPUNG TIM.1JR.
 

KI'.:·rl~NTUAN U.l\lUIVl 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Dacrah ini di rnaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
 
2, Kopala Daerah adalah Bupati T,ampullg Tirnur;
 
.., 
:.J. Wakil Kopala Daerah ndalah Wakil BUIK.li Lampung'Timur ; 
4, Dinas Peternakan adalah Dinas Pcternakan Kabuparen Larnpung 

Timur; 
5.	 Kepaia Dinas adalah Kopala Dinas Peternakan Kabupaten 

Lampung Timur 
G.	 Ternak adalah ternak sebagai dimaksud didalarn Undang -Undang 

Nomor : 6 tahun 1967 ; 
,.., 
i	 Ternak pemerintah adalah ternak milik pernerintah baik 

Pernerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada di 
Kabupatcn Lampung Timur ; 

8.	 Petani adalah petani yang sudah rnemelihara atau akan 
memelihara ternak ; 

9.	 . Penerima ternak adalah petani yang berdasarkan sU4ILu perjanjian 
'tertenm mcmelihara ternak Pemerintah : 

10.	 Penyebaran kernbali ternak (redistribusi) adalah penyebaran 
keturunan ternak yang dipelihara oleh petani sehelumnya kepada 
petani yang lain; 

11.	 Ternak steril adalah ternak jantan atau betina yang telah dipelihara 
oleh penerirna ternak selarnbat - lambatnya 18 bulan dan ternyata 
mutlak tidak dapat rnenghasilkan keturunan seteiah diadakan 
pemeriksaan oleh ahli yang ditunjuk ; 

,,,,
r z;	 Penggemukan ternak adalah perneliharaan ternak yang tidak 

dikembangbiakan atau temak steril unruk dijadikan rernak potong; 
13.	 Ternak Pcjantan adalah temak jantan yang digunakan untuk 

mcngawini ternak bctina (Pemacek) . 

Pasa12 

(1). BanLLUm ternak pemerintah kepada petani dilakukan dengan 
maksud mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan­
ternak dan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi 
hasil ternak Retia rneningkatkan pendapatan petani ; 
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suatu ikatan bahwa dalam jangka wakru tcrtcntu pcncrima ternak 
'""'1 ~;1.... 1",,",~':l "'r.c.'ll .......,1.... kan ,1:,1 I"'Irr~ k ill ,......... r t u . bacia ..1...ri
,,·<1../u, .U",UJ-...H"" ~aH s... n..gIan e. ·p..ua.ill)an a a se ..... b1an U<l 1 

pertambahan berat badan ternak yang digernukkan atau imbalan 
dalam bentnk lain ; 



(3).	 Kewajiban yang di bebankan kepada petani sebagai di rnaksud 
pada ayat (2) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan pasal 17 
Undang-Undang No.6 tahun 1967 . 

Pasal3 

Bantuan ternak oleh pernerintah kepada petani dapat bersumber 
dad dana alokasi Pemerintah Pusat, APBD dan dana lain-lain. 

Pasal4 

Bantuan ternak oleh pernerintah terutama diberikan diwilayah 
yang masih jarang tcmak kcpada pctani yang bclum rncmiliki 
ternak sepanjang yang bersangkutan mernenuhi syarat-syarat 
terse-but dalarn pasal 7 Pcraturan Daerah ini . 

Pasal 5 

(1).	 Keturunan temak berjenis kelamin betina yang baik untuk 
dikembangbiakan dari hasil penyerahan temak sebagai dimaksud 
pada ayat (2) pasal 2 Surat Keputusan ini oleh pernerintah 
cq, Dinas Peternakan disebarkan kernbali kepada petani lain 
yang memenuhi syarat ; 

(2). Keturunan tcrnak berjenis kelamin jantan yang tidak digunakan 
; sebagai pejantan , hasil penggernukan ternak sebagai dimaksud 

pada ayat (2) pasal 2 Surat Keputusan ini, Ternak- ternak yang 
karena suatu hal dipotong paksa. Ternak -ternak yang steril serta 
tcrnak - tcrnak bctina yang tidak mcrncnuhi syarat untuk 
dikembangbiakan dijual dan hasilnya rnerupakan pendapatan 
daerah yang harus disetor sebagai pendapatan di luar pajak ; 

(3).	 Tata cara penjualan ternak seperti tercantum pada ayat (2) 
pasal ini di atur olen Kepala Daerah. 

BABII 
JEl\TJ:S D.A...,l\f JUMLAH TEP~l\T.A~T(BAl\T'J'UA.N 

Pasal 6 

(1).	 Jenis temak bantuan yang diberikan kepada petani dapat berupa 
sapi kerbau , kambing , domba , babi dan ternak lain yang akan 
ditetapkan kernudian oleh Kepala Vinas Peternakan Kabupaten 
Lampung Timur; 

(2).	 Ternak bantuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada 
perani dalam bentuk paket ternak betina yang dikernbangbiakan 
dan atau paket ternak pejantan atau paket ternak yang digernukan ; 

(3).	 Jumlah , jenis , kelamin umur temak masing - masing paket 
adalah sebagai berikut : ... 
a.	 1 (sam) paket ternak betina yang di kembangkan dapat 

berupa : 
1. Seekor sapi umur 1,5 s.d 2 Th dan siap kawin atau 
2. Seeker kerban umur 2 s.d 2,5 Th dan siap kawin atau 
3. Seeker kambing umur 8 s.d 12 Bin dan siap kawin atau 
4. Seeker domba umur 8 s.d 12 BIn dan siap kawin atau 
"l.	 QMM1HU. U'4W Hun+!. -t T11 ,",StU 9.Htl< n~tn,m 



b. 1	 (satu) paket tcrnak pejantan dapat berupa : 
1.	 Seeker sapi umur 2 s.d 3 Th dan siap kawin atau 
2.	 Seekor kerbau umur 2 s.d 2,5 Th dan siap kawin atau 
3.	 Seeker Kambing umur 8 s.d 12 BIn dan siap kawin atau 
4.	 Seeker domba umur 8 s.d 12 Bln dan sial' kawin atau 
5.	 Seeker babi umur 1 Th dan siap kawin 

(4-).	 Khusus untuk ternak kambing ) domba dan babi pernberian paket 
kepada setiap petani sekurang - kurangnya 2 (dU.1) paket ternak 
betina yang di kernbang biakkan ; 

(5).	 Paket ternak pejantan hanya clapat cliberikan kepada petani yang 
mcncrima pakct tcrnak bctina yang dikcmbangbiakkan ; 

(6).	 Ternak pejantan sebagai di maksud pada ayat (5) pasal ini di 
gunakan untuk rnengawini Iemak betina yang di pelihara olen 
petani yang bersangkutan serta ternak - ternak betina lain yang ada 
di lokasi penyebaran ; 

BABIn
 
PE1\lILIHAN DAN PERSYARATAN
 

CALON PENERI!\1.6_ TE&~AK
 

~	 Pasal 7 

(1).	 Pemilihan petani calon penerima ternak untuk rnasing - rnasing 
wilayah di lakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lampung 
Timur setelah melalui tahap idcntifikasi dan penyiapan ; 

(2).	 Syarat - syarat umum pctani calon pcncrima tcrnak adalah : 
a.	 Mernpunyai tempat tinggal yang tetap . 
b.	 Bukan pengusaha . 
c.	 Sudah berkeluarga dan tidak rnenggantungkan hidupnya 

kepada orang tua atau orang lain . 
d.	 Derbadan sehat . 
e.	 Berkelakuan baik . 

(3).	 Syarat-syarat teknis dan tata cam untuk mendapatkan ternak 
bantuan akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan Kabupaten 
Lampung Timur. 

BABIV 
PENYEBARt\N TERNAK BANTUAN 

Pasal X 

Penyerahan ternak bantuan sesuai dengan yang dimaksudkan pasal 
3 dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur 
sesuai dengan ketentuan - keieniuan didalarn Sural Kepuiusan ini 
dan peraturan lain yang berlaku. 

Pasal	 9 

(1).	 Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak sebagai 
dimaksud pada pasal 8 Surat Keputusan ini. Dilakukan dengan 
suatu Surat Perjanjian yang dibuat diatas kertas bermeterai dan di 
tandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pet-ani dan Dinas 

" Peternakan Kabupaten Lampung Timur ; 



(2).	 Tatacara pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian 
sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta bentuk forrnalnya . 
akan diatur lebih lanjut oleh Din as Peternakan Kahupaten 
Lal11!JUng Timur . 

BAB V 
ILJ\l( DAN KE';YAJIBAN 

PENERtryvIA TERNAK BAl'l'~'TUAi~ 

Pasal10 

(1).	 Hak pcncrirna tcrnak bantuan adalah scbagai bcrikut : 
a.	 Menerima hak sesuai dengan perjanjian ; 
b.	 Merniliki ternak bantuan yang diterimanya dan sebagai hasil 

ternak setelah melunasi kewajiban pada ayat (1) huruf t: ; 

c.	 Mernanfaatkan tenaga ternak yang dipelihara dalam batas ­
batas tertentu ; 

d.	 Memanfaatkan pupuk kandang hasil ternak yang dipeliharanya 

(2).	 Kewajiban penerima ternak bantuan adalah : 
a.	 Menandatangani perjanjian bantuan ternak ; 
b.	 Memelihara ternak yang diterimanya dengan baik ; 
c.	 Mengiknti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh 

Petugas Dinas Peternakan yang berwenang ; 
d.	 Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap temak yang 

dipelihara dalam waktu yang secepat - cepatnya ; 
e.	 Menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil temak 

yang dipclihara scsuai dcngan pcrjanjian ; 
t	 Menanggung rcsiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Pasal l l 

(1).	 Kewajihan menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil 
ternak yang dipelihara sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf e. 
pasal lu Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut : 
a.	 Paket ternak betina yang dikembangbiakan : 

1.	 Seeker sapi dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun 
penerirna ternak bantuan hams menyerahkan keturunan 
nya sebanyak 2 (dua) ekor umur 1,5 s.d 2 tahun 
yaitu pada tahun ke 3 dan ke 4 atau ke 5 ; 

2.	 Seeker kerbau , dalam jangka waktu 6 (enam) tahun 
penerima ternak bantuan hams menyerahkan keturunan 
nya scbanyak 2 (dua) ckor umur 2 s.d 2,5 tahun , yairu 
pada tahun ke 4 dan ke 5 atau ke 6 ; 

3.	 Seeker kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 
penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunan 
nya sebanyak 2 (dua) ekor umur 8 s.d 12 bulan, yaitu 
pada bulan ke 18 dan ke 2·l ; 

4.	 Seeker dornba , dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 
penerima bU11tU",111 ternak harus r..ienyerahkan keturunan 
nya sebanyak 2 (dua) ekor umur 8 s.d 12 bulan , yaitu 
pada bulan ke 18 dan ke 24 ; 

5.	 Seeker babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penerirna 
ternak bantuan hams rnenyerahkan ketnrunan nya 
sebanyak 2 (dua) ekor umur 1 (satu) tahun yaitu pada 
tahun ke 2. 



b.	 Pakct Ternak Pejantan : 
1.	 Seeker sapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

penerima temak bantuan harus menyerahkan keturunan 
nya sebanyak 1 (saiu) ekor umur 1,5 s.d 2 tahun 
yaitu pada tahun ke 5; 

2.	 Seeker kerb au , dalam jangka waktu 6 (enam) tahun 
penerima ternak bantuan hams rnenyerahkan keturunan 
nya sebanyak 1 ( satu ) ekor umur 2 s.d 2, 5 tahnn , 
yaitu pada tahun ke G; 

3.	 Seeker kambing dalarn jangka wakru 2 (dua) tahun 
ternak bantuan hams menyerahkan keturunan nya 
sebanyak 1 (satu) ekor umur ~ s.d 12 bulan, yaitu pada 
tahun kc 2; 

4.	 Seeker domba, dalarn jangka waktu 2 (dua) tahun 
penerima ternak bantuan harus rnenyerahkan kerurunan 
nya sebanyak 1 ( salu ) ekor umur 8 s.d 12 bulan yaitu 
pada tahun kc 2 ; 

5.	 Seeker babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pcnerirna 
ternak hantuan harus menyerahkan keturunan nya 
sebanyak 1 (satu) ekor urnur 1 (satu) tahun yaitu 
pacta tahun ke 2.. 

c.	 Paket temak yang digemukkan : 
Penerima ternak bantuan wajib menyerahkan berat badan 
awal ditambah 30% dari pcrtambahan berat badan sclama di 
pelihara , dalam jangka waktu sebagai berikut : 
1.	 Sapi 6 s.d 18 bulan 
2.	 Kerbau 6 s.d 1~ bulan 
3.	 Kambing 6 s.d 12 bulan 
4.	 Domba 6 s.d 12 bulan 
5.	 Babi 6 s.d 12 bulan 

d. Dalam hal paket ternak yang ternyata kernudian ternaknya 
ster:i1 atau karena scsuatu hal terpaksa harus dipotong ) 
penerima paket wajih rnenyerahkan ternak yang bersangkutan 
kepada pemerintah dengan ketentuan jika terdapat dinyatakan 
steril i majir pcncrima tcrnak bantuan yang bcrsamgkutan 
mendapat bagian 25% dari nilai penjualan ternak tersebut . 

(2).	 Tara cara pelaksanaan penyerahan ternak bantuan pernerintah 
sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini , dintur lebih lanjut oleh 
Dinas Perernakan Kabuparen Lampung Timur. 

BABVI
 
RESIKO DAN TAI\iGGUNG JA\VAB
 

Pasa112 
.. 

(1).	 Dalam hal paket ternak betina untuk dikembang biakkan , apabila 
temak yang dipelihara oleh penerirna ternak hantuan mati, steril , 
hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan atau 
kelalaian penerima ternak ~ maka penerima ternak yang 
bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak 
yang bersangkutan dan rncndapat prioritas penggantian ternak 
yang lain, dengan ketentnan : 



(1). 

(2). 

'J \ ( oJ Jo 

(1). 

'''') .tL. 

(3). 

BAB VII
 
REDISI1~IIJUSIKETURUNAJ."i TERNAK
 

Keturunan ternak yang disetorkan oleh penerima bantuan ternak 
kepada pemerintah Cq. Dinas Petemakan selanjutnya disebarkan 
kepada petani; 

Kerurunan ternak yang disebarkan kepada perani sebagai di 
maksud pada ayat (1) pasal 1.111. meliputi : 

•	 Sekurang-kurangnya 90% keturunan ternak betina hasil 
pcnycrahan dari pcncrima tcrnak bantuan yang 
mernenuhi syarat untuk dikembang biakkan; 

•	 Sekurang - kurangnya 10% dan seluruh jumlah 
keturunan janian yang diserahkan oleh penerirna ternak 
bantuan kepada pernerintah dan rnemcnuhi syarat sebagai 
pejantan, 

Sisa 1''''';1 seleksi_ pada 1""U+'~..t. u. d: ll h "",JavatU (') l)~·,,·lU0t.H J ·l.,,-.,f~ou ....UhJ.l.. wJ.'t.JI' ....... .11UJ. v. .... lJ;'1; l~U!Hl
 

•	 Di sebarkan kepada petani lain untuk digcmul.kan :11:111 : 

•	 Di jual atau ; 
•	 Di gunakan unruk kcperlnnn lain v:mg bersirar ilrniah . 

B.YB "III 
1 1\ " v : ,I" , 'L",: • .(, , ~. 

Y I'd" \..Ti-1 l'Y ;-\.31-\1" 

iawnb :I!;\S nenyawasnn rernauap pelaksanaan baruuan temak 
pcmcrintah ; 

TaL~, \::11':1 pcngawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan 
oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur. 

BABIX 
KETENTUA....N PER~'\LTfIAN 

Pasal 18 

Scmua kctcntuan yang mcngatur bantuan tcrnak pcmcrintah 
kepada petani yang isinya bertenrangan dcngan dan dikeluarkan 
sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini di sesuaikan dengan 
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ; 

Surat Perjanjian pcrnberian ternak Perncrintah yang sudah ada .. 
dan sedang berjalan sebelum di ke1uarkannya Peraturan Daerah 
ini tetap berlaku sarnpai hak dan kcwajiban didalam Surat 
Perjanjian selesai dilaksanakan . 

Segala sesuatu yang belum di atur dalarn Peraturan ini akan di atur 
kemudian sepanjang berkenaan dengan amran pelaksanaannya 
oleh Bupati Lampung Tirnur . 



p ri~ I"\J Ii 'I' Ii II 

Jl:11 11:11 yang bclum cukup di atur d.ilau: Per.uur.u: D:lcr:1]\ ini 

s;,;p,Hljang mcngenai pelaksnuaanva akan '.Ii .uur lcbih l:m.J\lt oleh 

Per.uur.m D:lerah i.ni rnulai berlaku pad" tanggal di Undangkan ) 

agar setiap orang dapat mcngctahuinya mcmcrinrahkan 

pcngundaugan Peraturan D;\(:r,,11 ini dengan pcn(~mpa(;l1lnya dalam 

I .embnran Daerah Kabupaien r,an'lpung Timur , 

Di tetilpkilll di S u k it d i\ 1\ II 

IHHi:I.Tanggii I OS' Mor(j ZOG2 

~. "."'. 

Disetujui Oleh : DPHJ) Kabupaten I..arnpung Timur 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
TAHUN 2002, NOMOR: 0,8 
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NOiviOR : o o TAHUN 2002
 
TENTANG
 

PEDOMAN PELAYANAN BANTUAN TERNAK PEMERINTAH
 

A. U MUM 

Berdasarkan Undang - undang Nomor :. 22 Tanun 1999 Tentang Pemerlntahan 
Oaerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kev,Ienagan 
Pernerintah dan Kewenaqan kernandirian senagai daerah otonorn . Hal in: berarti terjadi 
kemapolnan dalam pembiayaan organisasi pemerintahan. Dimana kemajuan dan suksesnya 
pembangunan daerah sangat tergantung dari bagaimana suatu daerah mengurus rumah tanQQa 
pernerintahannya sendiri, Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur di bentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor : 40 Tahun 2000 I sebagai bag ian dart peiaksanaan pemertntan 
daerah : berkewajiban menyelenggarakan roda pemerintahan. UntLlk terwujudnya kesenatan 
Pembangunan Peternakan rnaka Dinas Peternakan Kabupaten lampung Timur di aruaranya 
rnelaksanakan program Pelayanan bantuan Ternak Pemerintah . 

Tujuan menyelenggarakan bantuan ternak pernerintah adalah untuk usaha peii:ngkatan 
populasl ternak yang bermutu balk I Iileningkatkan proouksi ternak I meninqkatkan pencapatan 
petani , memperluas kesempatan kerja serta untuk melestarikan sumber daya alam 

Dengan di terbitkannya Peraturan Daerah im di narapkan dapat rnernberikan kejelasar, 
oatk bagi pemerintah daerah selaku pernoeri bantuan ternak maupun bagi petar: secaqa: 
penerima bantuan ternak . Me!a!ui usaha penye!enggaraan bantuan ternak pemerintan , j!...;ga 
oi harapkan dapat meningkatkan pencapatan dan kesejatraan petani pada khususnya da" cace: 
memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat pada umumnya di sarnomc secaca 
sumber Pendap21.tan Asf Oaeran Kabrpaten Lampung Timur . 

Pasai demi pasal 
Pasal 1 : Cukup jelas 
Pasal L'" : 'Cuk"Up jelas 
Pasal 3 Cui<up jelas 
Pasa! 4 Cukup jelas 
Pasal 5 ayat (1) Penyebaran ternak dari satu petard ke petani berikutn]'c 

merupakan usaha untuk memperluas kesernpatan kerja car 
perolehan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan para 
petani . 

Pasal 6	 Cukup jelas .). 

Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas 
ayat (2)	 Syarat - syarat urnur» untuk lTienjadi petani cajon penerrr-a 

di maksudkan untuk mempermudah pelaksanaan penyebara-: 
ternak bantuan pernerintah I sehinppa can kreteria ini be~2~­
benar dapat di berikan pada orang - orang yang membutuf"lka­

ayat (3) CUkup jelas 
Pasal 8 Cukup jelas 
Pasal 9 ayat (1) Sural perjanjian yang di rnaksud I adalah untuk rnernperscat 

Pelaksanaan penyeienggaraan ternak bantuan pernenr.tar 
sehingga kedua belah pihak ( Petani dan pejabat) d3?- .. 

melaksanakan kewajiaban dan haknya sebaik - baiknya . 
ayat (2) Cukup jelas
 

Pasal 10 sid 19 Cukup jelas
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